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NOMOR : 23

BERITA DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA

F

TAHUN 2016

PERATURAN BUPATI MAJALENGHKA

NOMOR 20 TALIUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
UNSUR PENUNJANG PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

Menimbang

Mengingat

EKABUPATEN MAJALENGKA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAJALENGEKA,

bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 6 Peraturan Daerah
Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Xabupaten
Megalengka, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan
Fungsi Unsur Penunjang Perangkat Daerah di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Majalengka.

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Provinsi Djawa Barat {Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten
Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14
Tahun 1950 tentang Pembeniukan Daerah-Daerah
Kabupaten. Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor

31, Tambahan Lembaran Negara Republix Indonesia
Nomor 2851);

2. Undang-Undang  Nomor 12 Tahun 2011  tentang

Pembentukan Ierundang-Undangan (Lembaran Negara
Republik Indenesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234;

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 fentang Aparatur

Sipil Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
[ndonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang ... 2



A, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014  tentang
Pemerintahan Dacrah  ([Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tzahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah ierakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan  Duaerah (Lembaran  Neearsn Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679),

E_,.f]

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2000 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan  Daerah  (Lembaran Negara  Republik
Inconesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Neparn Republik Tndonesia Nomor 4593);

&. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 lentang
Perangkat Daecrah (Lembaran Negara Republik [ndonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor S887);

7. Peraturan Dacrah Kabupaten Majalengka Memor 14 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah  Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah
Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN

ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI TUNSUR
PENUNJANG PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA,

BAB 1
FETENTUAN UMUM

Pasal 1

[l Peroluran Bupati i yang dimakaud denpan

1.

in

.

Noerah adilabh Kabupaten Majalongke;

Bupatl udaluh Bupati Majalenghka;

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah vang sclanjulnya disingkst DPRD adalah
Dewar Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka,

Perangkat Dacrah adalah unsur perabanta Bupal dan DPRD dalam
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yvang menjadi kewenangan Daerah.
Permerintan Daerah adalah kepala Daerah scbagal unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan
yang menjadi kewenangan Dacrali otonom.

Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi
ltewenangan Presiden vang pelaksanaannya diladoukan oleh kementerian
negara dan  penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi,
melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

7. Tugas ... 3



7. Tugas Pembantuan adalah penupasan dan Pemerintab Pusat kepada
Dacrah untuk melaksanakan scbagion Urusan Pemerintahan vang menjad:
kewenangan Pemerintah Pusat atau dan Pemerintah Daerall provinst
kepada  Dacrah kabupaten  untuk melaksanakan  scbagian  Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi,

& Badan adalah Badan Daerah Kabupaten Majalengkea,

4. Unsur Penunjang Perangkat Dacrab adalah satuan kerja Perangkat Dacrah
vang memberikan pelayanan bagl organisasi Perangkat Daerah lain,
imeliputi pelaksanaan  funpsi  perencanaan, keuangan, kepegawalan,
penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, serta fungsi lain
seaual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB 11
SEKRETARIAT DAERAH

Bagian Kesatu
Hedudnkan

Pasal 2

Sekertarial Daecrah merupakan unsur stal yang dipimpin olch seorang
Sekertaris Daerah berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada
Bupati.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 3

(1] Susunan Organisasi Sckretariat Daerah terdiri dari ¢
a., Sekretaris Dacerah.
b, Asisten Pemerintahan, membawahkan :
1. Bagian Tata Pemerintahan, membawahkan :
a). Sub Bagian Qtononn Daeruhb;
). Sub Bapian Otonomi Desa;dan
¢}, Bub Bagian Bina Kecamatan.
2. Bagian Urganisasi, membawahkan :
a). Sub Bagian Penataan dan Ketatalaksanaan Organisasi,
b). Sub Bagian Pembinaan dan Pengembangan Organisasi;dan
¢). Sub Bagian Penilaian dan Evaluas Kinerja Organisasi.
L Baginn Flukum, membawahlcarn -
). Bul Bagian Pengkajan dun Penyusunan Produk Mukum Dacrah;
b). Sub Bagian Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia;dan
¢). Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum.
¢, Asisten Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahkar
1. Buagiun Perckonominn dan Pembangunar, membawahkan .
) Sub Bagian Evaluasi Rencana Propram dan Pengendalian |
Pembangunan;
b). Sub Bagian Bina Perusahaan Umum Daerahjdan
¢l. Sub Bagian Pengendalian Inflasi Daerah,

2 Bagian ... 4



{2)

&

2. Bugian Layanan Pengadaan Barang dan Jusa, membawahkan |
a). Sub Bagian Persiapan Pengadaan dan Dokumentasi Prugadaan;
bl. Sub Bagian Pelaksanaan Layanan Pengadaan;dan
¢). Sub Bagian Sistem Pengadaan Elektronik.

3. Bagian Sosial Masyarakal, membawahkan :

a). Sub Bagian Kesgjahteraan Rakyat;
B). Sub Bagian Sosial Budaya;dan
¢]. Sub Bagian Bina Masyarakat,
d. Asisten Administrasi, membawahkan |
1. Bagian Unmun, membawahkan :
a), Sub Bagian Sekretariat Pimpinan;
h]. Sub Bagian Rumah Tangga,dan
). Sub Bagian Kepegawaian dan Pemeliharaan.

2. Bagian Keuangan dan Pertanahan, membaswahkan !
a). Sub Bagian Keuangan,

b). Sub Bagian Sarana Prasarana dan Administrasi Perta nahan;dan
¢}. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

3. Bapian Protokoler, membawahkan :

a}. Sub Bagian Protokol;

b). Sub Bagian Bina Pers dan Santelidar

¢). Sub Bagian Dokumentasi dan Kerjasama.
e, Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud
pacla ayat (1} tercantum dalam Lampiran ] Peraturan Bupati ini,

Bagian Ketiga
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 4

Selertarial Dacrnh mempunyai tugas pokok muembaniu Bupati dalam
penyusunan  kebjakan dan pengoordinasian administratif terhadap
pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif.

qokertariat Daerah dalam  melaksanakan tugas pokok sebagalmana

dimaksud pada avat (1), menyelenggarakan [ungsi

(L pengoordinasian penyusunan kebijakan dacrah;

ly. pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat dacrah;

¢, pemantuuan dan evaluast pelaksanaan kebijakan daerah;

d, pelayanan administratil dan pembinaan aparatur sipil negara pada
instansi daerah; dan

¢. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesual dengarl
tugas dan [ungsinya,

BaBlll ... 5



(1)

(2)

(1)

(2]

(1)

BAB III
SEKRETARIAT DPRD

Bapgian Kesatu
Hedudukan

Pasal &

Sekertarial DPRD  merupakan unsur pelayanan  administrast  dan
pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD yang dipimpin
oleh seorang Sekertaris DPRD.

Sekretariat DPRD  scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam
melaksanakan tugasnya secara telnis operasional berada dibawah dan
bertanggung jawab kepada pirpinan DPRD dan secara administratif
bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Dacrah.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 6

Susunan Organisasi Sekretariat DPRD terdiri dari :
a, Sekretaris DPRD,
b. Bagian Umum, membawahkan :

1. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian,

2. Sub Bagian Rumah Tangga;

3. Sulb Bagian Fasilitasi Kegiatan Alat Kelengkapan DPRD.
¢, Bagian Keuangan dan Sarana, membawahkan :

1. Sub Bagian Perencanaan dan Anggaran,

2. Sub Bagian Pemeliharaan dan Aset;dan

3. Sub Bagian Perbendaharaan dan Verifikasi.
d. Bagian Legislasi dan Dokumentasi Hukum, membawahkan :

1. Sub Bagian Legislasi dan Perundang-undungan;

0. Sub Bagian Risalah dan Persidangan,dan

7. Sub Bagian Humas, Pretokol dan Dokumentasi Hulkourm,
¢, Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan Struktur Organisasl Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud
prcditayat (1] tercantum dalam Lampiran 1l Peraturan Bupati i,

_ Bagian Ketiga
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 7

Sokrotarint DPRID S mempunyal o lugas pokok menyelengearakan
admintstras  Kesekretarialan dan keuangan, tnendukung pelaksanaan
Lugas dion fungst DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan enaga
ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan [ungsinya
sesual dengan kebutuhar.

(2} Sekrelarial ... 6



(2} Sckretariat DPRD  dalam  melaksanakan tugas pokolk  scbagaimana
dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungs .

a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
h. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD,
[asilitasi penyelenggaraan rapat DPRD;dan
d. penyedinan dan pengoordinasian tennga ghli yang diperlukan ocleh

DPRD.

BAR IV
INSPEKTORAT

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 8

Inspektoriat merdpakan unsyar pengawas penyelenggaraan pemerintahan
daerah dipimpin oleh seorang . Inspektur berkedudukan dibawah dan
bertanggunyg jawab kepada Bupati melalui Sckretaris Daerah.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 9

(1) Susunan Organisasi Inspektorat terdiri dari :
a. Inspektur.
b, Sckretariat, membawahkan .
1. Sub Bagian Umum;
2. Bub Bagian Keuangan;
4. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
¢. lnspektur Pembantu Wilayah [
d. Inspektur Pembantu Wilayah I1.
¢, Inspektur Pembantu Wilayah 1.
I Inspekiur Pembanta Wilayvah BV,

Kelompok Jabatan Fungsional.

=

(2] Bagan Struklur Organisasi Inspektorat sebagaimana dimaksud paca ayat
(1} tereantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati inl.

Bagian Ketiga
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 10

(1) Inspektorat mempunyai tugas pokok membantu Bupati membina dan
mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
Dacrah dan tugus pembantuan oleh Perangkat Dacrah.

(2] Inspektoral ... 7



(2) Inspektorat dalam meldksanakan tugas pokok sebagaimana dinaksud
pada ayat (1) menvelenggarakan fungsi :

a. perumusan  kebiiplan  telmis  bidang  pengawasan  dan fasilitas
PO AW LS ERL

b pelaksanaan pengawnsan internal terhadap kinerja dan keuangan
melalul audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan keglalan pengawasan
lainnya;

c. peluksanaan pengawasan untuk tujuan lertentu atas penugasan
bupat,

d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
e, pelalsanaan administrasi inspektorat;dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkai dengan
tugas dan fungsinya.

BAB V
BADAN KEFEGAWAIAN
DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 11

Badan Kepegawalan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia merupakan
unsur penunjang urusan pemerintahan dibidang kepegawaian, pendidikan
dan pelatihan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang
diberikan kepnda Daerah, dipipimpin  oleh  seorang Kepala Badan
berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalai
Sekretaris Daeral,

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 12

(1) Susunan COrganisasi Badan Kepegawaian dan Pengembanpgan Sumber
Naya Manusia lerdiri dasi

4. Kepala Badan,
. Sclkictarial, membawahlan .
1. Sub Bawian Lhmurn,
2, Suyb Bapian Keuangan;
3. Sub Bagian Percncanaan, Evaluasi dan Pelaporan,

¢, Bidang [Data Infvrmasi, Pengadazn dan Pemberhentian  Pegawai,
membawahkan :

1. Sub Bidang NData lnlormasi Pegawardan

2. Sub Bidang Pengadaan dan Pemberhentian Pegawai.

d. Bidang ... 8



(2]

(1)

(2)

d. Bidang Penilaizn Kinerja dan Mutasi Pegawai, membawahlan :
1. 3ub Bidang Penilaian Kinerjfa dan Kepangka ta 1 Pegawai:dan
2. Sub Bidang Mutasi dan Kompetensi Pegawal.
¢. Bidang Pengelolaan Gaji, Kesejahleraan dan Pembinaan Pegawai,
membawahkan :
1. Bub Bidang Pengelolaan Gaji dan Kescjahtcraan Pegawai;dan

2. Bub Eidang Pembinaan Pegawal dan Pengembangan Korps Aparatur
Sipil Negara.

f. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia, membawahkan :
1. Sub Bidang Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan;dan

2. Sub Bidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Sumber
Daya Manusia. '

g Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan Struktur Organisasi Badan Kepegawalan dan Pengembangan
Sumber Dava Manusia sebagaimana dimaksud pada ayvat (1) tercantum
dalam Lampiran I'V Peraturan Bupat ini.

Bagian Hetiga
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 13

Badan Kepegawaian dan  Pengembangan Sumber Daya Manusia
mempunyal (ugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi
penunjang urusan pemerintahan dibidang Kepegawaian, Pendidikan dan
Pelatihan yang meniadi kewenangan Daerah dan Tugas Pemnbantuan yvang
diberikan kepada Daerah.

Badan Kepcgawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam

melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

menyelenggarakan lungsi ¢

4. peryusunan kebijakan teknis dibidang Kepegawaian, Pendidikan dan
Pelaliban;

b, pelaksanaan  tugas dukungan  teknis  dibidang  Kepegawaian,

Pendidikan dan Pelatihan;

¢, pemantauan, evaluast, dan pelapeoran pelaksanaan tugas dukungan

leknis dibidang Kenegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;

. pembinaan leknis penyelenggarann fungsi-fungsi penunjang Uraisan
Pernerintohan  Daeralh  dibidang  Kepegawaian, Pendidikan  dan
Pelatihan;dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupall sesual dengan
tugas dan fungsinya,

BAB VI ... 9



BAB VI
BEADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Bagian Kesatu
Radndn o
Prgea. !«
Badan Persncanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengernhungan lacrah
merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan dibidang perencanaan,
penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas
pembantuan yang diberikan kepada Dacrah dipimpin oleh seorang Kepala

Badan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati mmelalul
Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 15
(1) Susunan Oreanisasi Badan Perencanaan Permbangunan, Penclilian dan
Pengernbangan Daerah rerdiri darl ¢
a, Kepala Badan.
b, Qekretariat, membawahkan !
1. Sub Bagian Umum,
2. 3ub Bagian Keuangan, dan
3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
¢. Bidang Perencanaan Pelayanan Dasar can Kesejahteraan Rakyat,
membawahkan
1. Sub Bidang Pendidikan;
2 Gub Bidang Keschatan; dan
7. Sub Bidang Kemiskinan.
d. Bidang Perencanaan  Penalaan Ruang dan  Inlrasts uktur,
mernbawahkan
| Sub Bidang Penataan Ruang dan Mitigeusi;
9. Bub Bidang Infrastruktur; dan
A Sub Bidang Permukiman.
¢, RBidang Perencandan Perckonumian, membawahkar |
1. Sub Bidang Produksi;
3 Suh Bidang Distribusi; dan
3 Sub Bidatg Ekonomi Kreatil.
[, Bidang Penelitian dan Pengembangarn, membawahlkan
1. Sub Bidang Data;
9. Sub Bidang Evaluasi dan Analisa; dan
3. 8ub Bidang Pengembangan Prograi.
g. [Kelompok Jabatan Funegsional.
(2) Bagan Sirukiur Organisasi Badan Ferencanaal Pembargunan, Penclitian
dan Pengembangan PDaerah scbagaimana dimaksud pada ayat (1)

sercanturn dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini.

Bagian ... 10



(1)

{d,

_ Bapgian Ketliga
Tugas Pokok dan Funpsi

Pasal 16

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
mernpunyel tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi
penunjang urusan pemerintahan dibidang perencanaan, penclitian dan
pengembangan yvang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan
yang diberikan kepada Daerah.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok scbagaimana dimaksud pada
ayat {1 Badan Perencanaan Pembangunan, Peneliian  dan
Pengembangan Daerah menytlenggarakan fungsi :

a. penyusunan kebijakan teknis dibidang perencanaan, penelitian dan
pengembangan,

b. pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang perencanaan, penelitian
dan pengembangan;

c. pemaniauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan
teknis dibidang perencanaan, penelitian dan pengembangan,;

d. pembinaan teknis penyelcnggaraan Mangsi-lungsi penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah  dibidang perencanaan, penelitian dan
pengembangan;dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupatl sesual dengan
tugas dan fungsinya,

BAB VI1
BADAN XEUANGAN DAN ASET DAERAH

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 17

Rudun Keuangan don Aser Daerah merupakan unsur penunjang  urusan
pemerintahan dibidang keuangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas
pembaniuan yang diberikan kepada Daerah dipimpin oleh seorang Kepala
Badan berkedudukan dibawah dan berlanggung jawab kepada Bupazi melalui
Seloretaris Daerah,

(1)

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 18

Susunan Organisasi Badan Kevangan dat Asel Nacrah terdin dar
i, Kepala Badan.
I3, Sckretarial, membawahkan ©

1. Sub Bagian Umum;

2. Sub Bagian Keuangan;

3, Sub Bagian Perencanaar, Evaluasi dan Pelaporan.
¢. Bidang Pendapatan Asli Daerah, membawahkan :

1. Sub Bidang Pajak;dan

2. Sub Bidang Retribusl,
d. Bidang ... 11



(2]

(1)

11

d. Bidang Pendapatan Lain-lain, membawalikan :
1. Sub Bidang Dana Transfer Daerah;dan
2. Sub Bidang Pendapatan Pengelolaan Kekayaan Daerah.
e. Bidang Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah
dan Bangunan, membawahkan :
1. Sub Bidang Pajak Bumi dan Bangunan;
2. Sub Bidang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;dan
3. 8ub Bidung Pelayanan Keberatan.
[. Bidang Anggaran, membawahlkan :
1. Sub Bidang Penyusunan Anggaran;dan
2. Sub Bidang Pengendalian Anggaran,
g. Bidang Perbendaharaan, membawahkan :
1. Sub Bidang Belanja;
2. Sub Bidang Akuntansi;dan
3. Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah,
h, Bidang Aset, membawahkan :
1. Sub Bidang Penatausahaan Aset;dan
2. Sub Bidang Pendayagunaan dan Pengamanan Aset,
i. Kelompok Jabatan Fungsiomal.

Bagan Struktur Organisasi Badan Keuangan dan  Aset Dacrah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI
Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Tugas Pokok dan Fungsi

Pazal 19

Badan Keuangan dan Asct Daerah mempunyai tugas pokok membantu
Bupali dalum melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan
dibidang keuangan yang menjadi kewenangan Daerah  dan Tugas
Permbantusan yang diberikan kepada Daerah,

Dolam menyelenggarakan tugas pokok schagaimana dimaksud dalam ayat

(1}, Badan Keuangan dan Aset Daerah menvelenggarakan fungsi :

a. penyusunan kebijakan teknis dibidang kenangan;

L. pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang keuangan;

¢. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan
teknis dibidang keuvengan;

d. pembinaan teknis penyelenggaraan lungsi-fungsi penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah dibidang keuangan;dan

¢, pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan
tupns don flngsinyea.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

Uraian tapas pokok dan Jungsl Unsur Penunjang Perangkat Daerah diatur
dalam Persiuran Bupati tersendiri

BABIX . 12
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BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pa=al 21

Pada saat Peraturan Bupati ini muolai berlaku, maka Peraturarn Bupati
Mejalengka XNomor 1 Tahun 2010 tentang Pembentukan Unit Layvanan
Pengadaan [(ULP) Barang/Jasa Kabupaten Majalengka (Berita Daerah
Kabupaten Majalengka Tahun 2010 Nomor 1) sebagaimana telal diubah
dengan Peraturan Bupan Majalenghka Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan
Atas Peraturan Bupati Majalengka Nomor | Tahun 2010 tentang Pembentukan
Unit Layanan Pengadaan (ULF) Barang/Jasa Kabupaten Majalengka [Berita
Paerah Kabuparen Majalenglka Tahun 2011 Nomor 2] dicabut dan dinvatakan
tidak berlaku.

Pasal 22
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundanglean.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati int dengan menempatkannya dalam Berita Daerah  Kabupaten
Meajalenghka

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 27 LDesember 2016

BUPATI MAJALENGEA,

ttd

SUTRISNO

Diundangkan di Majalengka
pada tangpeal 27 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATIEN MAJALENGKA,
P

e

N e e

e

AH'/ SODIKIN

BERITA DAERAL KABUPATEN MAJALENGRA TAHUN 2016 NOMOR 23
salinan sesuan derpan Aslings,

IR EA LA 13ACTAN IS M
SETIA KABUATEN MAJALENGIKA,

GUN GUN M.D., S.H., M.Pd.
NIP. 19680327 199603 1 003
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